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KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
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TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang

—
.

TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DESA TALAWI HILIE

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan
Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah
Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang
dipisahkan; dan

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa Talawi Hilie Kecamatan

Talawi Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pémerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengolahan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 56)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor
19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 60);

14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2017 Nomor 2);

15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 66);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020 Nomor 17);

17. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie
(Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);

18. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talawi Hilie
Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Talawi

Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebagai berikut:

Nama : PAUSIL MISBAH

Jabatan : Kepala Desa Talawi Hilie

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan  Desa

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:
Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa;
Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan Barang Milik
Desa;

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBDesa;

d. Menetapkan PPKD;

e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;

f. Menyetujui RAK Desa; dan

g. Menyetujui SPP,

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

sebagaimana dimaksud dalam pada DIKTUM KESATU diberi

honorarium sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus

Ribu Rupiah) perbulan;
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Talawi Hilie Tahun Anggaran 2025; dan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie
Pada tanggal Januari 2025
KEPALA DESA T WI HILIE

MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Walikota Sawahlunto;

Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;

Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;

Camat Talawi;
Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
Yang bersangkutan.
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